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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran Aplikasi 
SP4N Lapor dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
di Pekanbaru. Mengacu pada teori akuntabilitas publik dan 
transparansi dari Anthony Giddens, penelitian ini 
mengeksplorasi bagaimana Aplikasi SP4N Lapor berfungsi 
sebagai media penghubung yang efektif antara masyarakat dan 
pemerintah. Indikator-indikator dari buah pemikiran Anthony 
Giddens adalah 1.) Interaksi Sosial, yang ke 2.) Keterhubungan, 
yang ke 3.) Kemanusiaan dan Agensi, yang ke 4.) Refleksivitas, 
yang ke 5.) Trust (Kepercayaan), yang ke 6.) Norma dan Nilai 
Sosial. Indikator-indikator ini tidak secara eksplisit disebutkan 
oleh Giddens, tetapi dapat diinterpretasikan dari teori-teori yang 
dia bangun. Untuk menganalisis Aplikasi Aplikasi SP4N Lapor 
dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, Anda bisa 
memanfaatkan kerangka pikir ini untuk menggali lebih dalam 
mengenai faktor yang mempengaruhi keduanya. Aplikasi SP4N 
Lapor diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengawasan pelayanan publik dan berharap pemerintah 
menjadi lebih responsif terhadap laporan masyarakat. Melalui 
analisis terhadap berbagai literatur, penelitian ini membahas 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengaduan, 
termasuk infrastruktur teknologi, tingkat kesadaran 
masyarakat, serta kapasitas instansi pemerintah dalam 
menanggapi laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keberhasilan Aplikasi SP4N Lapor sangat tergantung pada 
komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. 
Rekomendasi strategis diperlukan untuk mengoptimalkan 
fungsi Aplikasi SP4N Lapor sebagai alat untuk mencapai 
transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. 
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Kata Kunci: SP4N Lapor, Transparansi, Akuntabilitas, studi 
Literatur, Pelayanan Publik, Pekanbaru. 

Abstract 

This research uses a qualitative method with a literature study 
approach to analyze the role of SP4N Lapor in improving 
transparency and accountability in Pekanbaru. Referring to 
Anthony Giddens' theories of public accountability and 
transparency, this research explores how SP4N Lapor functions as 
an effective medium between the public and the government. The 
indicators of Anthony Giddens' work are 1.) Social Interaction, 2.) 
Connectedness, the 3rd.) Humanity and Agency, the 4th.) 
Reflexivity, the 5th.) Trust, the 6th.) Social Norms and Values. 
These indicators are not explicitly mentioned by Giddens, but can 
be interpreted from the theories he built. To analyze SP4N Lapor 
in the context of transparency and accountability, you can use this 
framework to dig deeper into the factors that influence both. SP4N 
Lapor is expected to increase public participation in the oversight 
of public services and expects the government to be more 
responsive to public reports. Through an analysis of the literature, 
this study examines the factors that influence the effectiveness of 
complaint systems, including technological infrastructure, the 
level of public awareness, and the capacity of government agencies 
to respond to reports. The results show that the success of SP4N 
Lapor is highly dependent on government commitment and active 
community participation. Strategic recommendations are needed 
to optimize SP4N Lapor's function as a tool to achieve greater 
transparency and accountability. 

Keywords: SP4N Lapor, transparency, accountability, literature 
study, public service, Pekanbaru. 
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PENDAHULUAN 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep fundamental dalam 

tata kelola pemerintahan yang baik. Arfi, (2024) Dalam konteks pelayanan publik, 

kedua aspek ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara 

terbuka, responsif, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat Alfian and Alputra, 

(2024). Di era digital ini, banyak negara, termasuk Indonesia, mengadopsi sistem 

yang memfasilitasi interaksi antara warga negara dan pemerintah guna 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu inisiatif yang signifikan 

adalah Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor), yang 

dicanangkan sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan 

aspirasi mereka secara langsung. Pekanbaru, sebagai salah satu kota yang 

berkembang di Indonesia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pemerintah. Penerapan SP4N Lapor di Pekanbaru diharapkan menjadi langkah 

strategis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan terbukanya saluran 

komunikasi yang efisien dan responsif, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif 

berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik, yang pada gilirannya 

mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya 

dan pengambilan keputusan. Rahmawati and Sugiyanto, (2024) 

Berdasarkan teori akuntabilitas publik yang diusulkan oleh Anthony Giddens 

tentang strukturasi dan agensi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran 

SP4N Lapor dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Pekanbaru. 

Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini akan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem SP4N Lapor 

dan bagaimana sistem ini dapat mengoptimalkan interaksi antara masyarakat dan 

pemerintah Annas, M and P, (2022). Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. 

Di era informasi ini, masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka sebagai warga 

negara dan mengejar akuntabilitas dari pihak yang berwenang. SP4N Lapor, sebagai 

sistem pengaduan pelayanan publik nasional, menyediakan platform yang mudah 

diakses untuk masyarakat dalam menyampaikan keluhan, saran, atau laporan 

terkait pelayanan publik yang mereka alami. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk 

mengurangi birokrasi yang kompleks, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan di 

mana masyarakat merasa didengar dan memiliki peran dalam pengawasan publik. 

Namun, meskipun SP4N Lapor memiliki potensi yang besar, tantangan dalam 

implementasinya masih ada. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat akan keberadaan sistem ini, serta kapasitas aparatur 

pemerintah dalam menanggapi pengaduan merupakan beberapa faktor yang perlu 

menjadi perhatian Aisyah, Nabila and Sabrina, (2024). Dalam hal ini, akuntabilitas 

pemerintah dapat dipengaruhi oleh sejauh mana laporan dari masyarakat 

ditindaklanjuti dengan respons yang memadai. Selain itu, transparansi dalam proses 

pengaduan dan penyelesaian masalah juga menjadi kunci untuk membangun 
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kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Melalui kajian ini, diharapkan 

dapat diidentifikasi berbagai indikator yang mempengaruhi efektivitas SP4N Lapor 

dan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di Pekanbaru. 

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan serta 

studi kasus yang terkait dengan pengaduan publik, sehingga dapat memberikan 

gambaran jelas tentang dinamika ini dalam praktiknya. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik 

dalam pemerintahan, banyak negara melalui kebijakan dan program inovatif 

berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Di Indonesia, meskipun 

terdapat berbagai inisiatif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, 

tantangan dalam pelaksanaan sering kali muncul akibat sistem yang belum 

sepenuhnya efektif Rachmasari and Ma’ruf, (2023). Dalam konteks ini, SP4N Lapor 

diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara keinginan 

masyarakat untuk berpartisipasi dan respons pemerintah terhadap isu-isu publik. 

Faktor lain yang mendasari penelitian ini adalah pentingnya keterlibatan 

stakeholder, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah, dalam mendukung 

keberhasilan SP4N Lapor. Keterlibatan ini mencakup pendidikan dan pemahaman 

masyarakat terhadap penggunaan sistem, serta pelatihan untuk aparatur 

pemerintah agar dapat menanggapi dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat 

dan akurat. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak, upaya 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bisa terhambat, bahkan 

berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. 

Dalam kerangka teori Giddens tentang strukturasi, hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah tidaklah statis; sebaliknya, kedua aktor ini saling 

memengaruhi satu sama lain. Pemerintah sebagai agen pembuat kebijakan harus 

mampu menciptakan struktur yang mendukung keterlibatan publik, sementara 

masyarakat sebagai agen harus aktif berpartisipasi dalam proses. Oleh karena itu, 

penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana hubungan tersebut berfungsi dalam 

konteks Pekanbaru, serta bagaimana SP4N Lapor dapat dijadikan instrumen untuk 

memperkuat hubungan tersebut dan mendorong terciptanya pemerintahan yang 

lebih responsif Muhammmad Arif Muliawan, (2024). Tantangan yang dihadapi 

dalam implementasi SP4N Lapor di Pekanbaru memberikan ruang untuk 

mengeksplorasi berbagai solusi yang bisa diusulkan. Melalui analisis mendalam 

terhadap literatur terkait dan bukti empiris, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan formulasi rekomendasi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah 

guna menyempurnakan layanan pengaduan publik, sehingga tidak hanya 

meningkatkan transparansi tetapi juga membangun akuntabilitas sebagai bagian 

dari budaya pelayanan publik yang baik. 

Implementasi SP4N Lapor di Pekanbaru tidak hanya sekadar sistem 

pengaduan, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk membangun budaya 

pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, 

keberhasilan pengoperasian SP4N Lapor akan sangat dipengaruhi oleh beberapa 
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elemen kunci, termasuk sistem informasi yang mumpuni, dukungan sumber daya 

manusia yang terampil, serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk 

menanggapi setiap laporan yang diterima dengan serius. Selain itu, masyarakat juga 

memainkan peran penting melalui partisipasi aktif dalam sistem ini. Tingkat 

kesadaran masyarakat akan fungsi dan manfaat SP4N Lapor menjadi faktor 

determinant dalam efektivitasnya Murni, Fitri and Hamid, (2024). Oleh karena itu, 

upaya sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan SP4N Lapor sangat penting untuk 

meningkatkan partisipasi warga. Pemahaman yang baik tentang mekanisme 

pengaduan, hak-hak masyarakat, dan prosedur tindak lanjut dapat mendorong lebih 

banyak orang untuk melibatkan diri dalam proses ini. 

Dalam konteks perkembangan SP4N Lapor di Pekanbaru, analisis mendalam 

terhadap berbagai aspek penting menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas 

sistem ini dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Salah satu fokus utama 

adalah bagaimana peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan 

publik dapat ditingkatkan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia Alfanny and 

Abidin, (2023). Pengalaman masyarakat dalam menggunakan SP4N Lapor, serta 

tingkat pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam proses pengaduan, 

berkontribusi pada keberhasilan sistem ini. Apakah mereka merasa didengar dan 

aman dalam mengajukan keluhan, menjadi pertanyaan penting yang akan 

membentuk pandangan terhadap kinerja pemerintahan. Responsivitas pemerintah 

menjadi elemen vital berikutnya yang perlu dicermati Balqist Putri Zahrani and 

Khairul Amri, (2024). Efektivitas SP4N Lapor tidak hanya diukur dari jumlah 

pengaduan yang diterima, tetapi juga dari seberapa cepat dan efektif pemerintah 

menanggapi laporan tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi waktu dan 

kualitas tanggapan terhadap pengaduan, serta bagaimana pemerintah memenuhi 

harapan masyarakat dalam penyelesaiannya. Aspek ini tidak hanya mencerminkan 

akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan 

pelayanan yang lebih baik. 

Ketersediaan infrastruktur dan teknologi juga memainkan peran penting 

dalam pengoperasian SP4N Lapor. Infrastruktur yang memadai dan teknologi yang 

efisien dapat mempermudah alur pengaduan serta meningkatkan kapasitas 

pemerintah dalam memproses laporan dengan cepat. Penelitian ini akan 

menganalisis dukungan teknis yang ada dan sejauh mana hal ini dapat 

mengoptimalkan fungsi pengaduan bagi masyarakat Muhammad Ridho Rifansyah, 

(2024). Keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 

merupakan pilar penting lainnya. Komunikasi yang jelas dan transparan terkait 

proses, hasil, dan tindak lanjut pengaduan akan sangat menentukan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini akan mengevaluasi 

sejauh mana pemerintah berusaha untuk meningkatkan keterbukaan dalam proses 

ini dan menjelaskan konteks di balik keputusan yang diambil. 
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METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan 

fokus pada eksplorasi mendalam mengenai pelaksanaan Sistem Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor) di Pekanbaru. Metode kualitatif dipilih 

karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan kultural yang 

melatarbelakangi interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses 

pengaduan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup 

artikel, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan transparansi, 

akuntabilitas, serta pengaduan publik. Data sekunder ini akan memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai kerangka teoritis yang mendasari konsep-konsep 

tersebut, serta praktik-praktik terbaik dari daerah lain sebagai pembanding. 

Selain itu, wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder, termasuk 

aparatur pemerintah, masyarakat yang menggunakan SP4N Lapor, dan pakar di 

bidang administrasi publik, juga akan dilakukan. Melalui wawancara ini, peneliti 

dapat mengumpulkan perspektif dan pengalaman individu terkait keefektifan 

sistem pengaduan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan. 

Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan yang beragam dan mendalam 

dari berbagai pihak yang terlibat. 

Melalui analisis tematik, data yang diperoleh dari wawancara dan studi 

literatur akan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan 

transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, responsivitas pemerintah, dan 

infrastruktur teknologi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang jelas mengenai dinamika antara SP4N Lapor, pemerintah, dan 

masyarakat, serta menawarkan rekomendasi strategis berdasarkan temuan yang 

ada. Dengan pendekatan yang holistik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih kaya mengenai implementasi SP4N Lapor di Pekanbaru 

serta kontribusinya terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelayanan publik. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan 

berkualitas di masa depan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran SP4N LAPOR sangat vital dalam membangun kepercayaan publik 

terhadap pemerintah. Dengan adanya sistem ini, masyarakat merasa didengar dan 

diperhatikan. Respons yang cepat dan tepat dari pemerintah terhadap aduan akan 

mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif melaporkan permasalahan 

yang ada. Menurut penelitian yang di sampaikan oleh Chaudhary, (2024) bahwa 

dalam konteks transparansi, SP4N LAPOR menyediakan mekanisme yang jelas bagi 

masyarakat untuk melihat bagaimana pengaduan mereka ditangani. Informasi 

terkait status aduan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, serta waktu 

penyelesaian dapat diakses oleh publik. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat 

untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa tindakan yang 
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diambil sesuai dengan apa yang dijanjikan Husain, Forawi and Chang, (2023). 

Selain itu, sistem ini juga memberikan data berharga yang dapat digunakan 

oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dengan 

menganalisis pola pengaduan, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang 

sering terjadi dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaikinya. Ini 

merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat selalu diutamakan. 

SP4N LAPOR juga berkontribusi pada penguatan akuntabilitas pemerintah Okay, 

Sencer and Taskin, (2024). Karena setiap aduan yang masuk harus ditangani dengan 

baik, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

setiap tindakan yang diambil. Hal ini mendorong pengelola pelayanan publik untuk 

bekerja dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab. 

Secara keseluruhan, SP4N LAPOR memiliki peranan yang signifikan dalam 

mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di 

Pekanbaru. Sistem ini bukan hanya sebagai saluran pengaduan, tetapi juga sebagai 

mekanisme yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan 

peningkatan kinerja pemerintahan Brack dkk (2021). Dengan demikian, 

implementasi dan pengembangan lebih lanjut dari SP4N LAPOR akan sangat 

menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Fiscal, (2008). SP4N 

LAPOR, sebagai sebuah sistem pengelolaan aduan masyarakat, telah menjadi alat 

penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Pekanbaru. Dalam 

implemetasi sistem ini, sejumlah aduan dari masyarakat tercatat dan ditindaklanjuti 

oleh pemerintah daerah. Proses ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  memiliki  

akses  yang  lebih  baik  untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, 

serta mendapat respon dari pihak berwenang. 

 

1. Efektivitas SP4N Lapor dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat 

Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas SP4N Lapor dalam mendorong 

partisipasi masyarakat di Pekanbaru masih jauh dari optimal. Banyak masyarakat 

yang tidak sepenuhnya memahami manfaat dan fungsi dari sistem pengaduan ini. 

Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab 

rendahnya partisipasi, di mana informasi mengenai cara menggunakan sistem dan 

keuntungan yang didapatkan sering kali tidak tersampaikan dengan baik. 

Masyarakat merasa bingung dan tidak yakin bagaimana cara mengajukan 

pengaduan, dan tidak sedikit yang beranggapan bahwa proses ini terlalu rumit 

Zydroń and Protasiewicz, (2023
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Terdapat juga kesan bahwa pengaduan yang diajukan tidak selalu berujung 

pada tindak lanjut yang jelas. Banyak responden mengungkapkan pengalaman 

negatif di mana setelah mengajukan keluhan, mereka tidak menerima umpan balik 

yang memadai. Hal ini memperburuk minat masyarakat untuk menggunakan SP4N 

Lapor di masa mendatang. Arfi and Nielwaty, (2024) Oleh karena itu, peningkatan 

upaya sosialisasi dan edukasi tentang mekanisme pengaduan sangat diperlukan, 

seperti kegiatan komunitas, kampanye media, dan penyuluhan langsung di 

lingkungan masyarakat untuk memastikan informasi mengenai SP4N Lapor dapat 

diakses secara luas Nguyen, Bui and Sokolovskiy, (2022). 

Salah satu sorotan utama dalam hasil penelitian ini adalah efek dari kebijakan 

SP4N Lapor terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun platform tersebut 

diperkenalkan untuk membantu masyarakat menyampaikan keluhan secara efektif, 

banyak masyarakat yang masih tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 

Kekurangan pemahaman terkait fungsi dan cara kerja SP4N Lapor menjadi 

penghalang utama Chester and Montgomery, (2019). Penelitian menunjukkan 

bahwa informasi mengenai sistem pengaduan ini belum tersebar dengan baik, dan 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup untuk menjangkau semua 

lapisan masyarakat. Berikut adalah jumlah kasus yang terkumpul oleh data aplikasi 

SP4N Lapor. 

Gambar 1. Jumlah kasus yang dilapor sekarang terkait Administrasi 
Sumber : https://www.lapor.go.id/ 

 
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, sebagian besar dari mereka 

mengaku masih bingung mengenai prosedur yang tepat untuk melakukan 

pengaduan. Beberapa dari mereka bahkan lebih memilih menyampaikan keluhan 

secara lisan atau melalui saluran tidak resmi daripada menggunakan sistem yang 

disediakan Perry, (2019). Hal ini menunjukkan bahwa harus ada upaya lebih lanjut 

dari pihak pemerintah untuk melakukan edukasi tentang manfaat SP4N Lapor, serta 

tahapan yang harus dilalui dalam penggunaan sistem ini. Melalui program 

penyuluhan yang lebih intensif dan efektif, masyarakat diharapkan dapat lebih 

memahami hak-hak mereka dan merasa lebih termotivasi untuk menyampaikan 

pengaduan. 

2. Responsivitas Pemerintah terhadap Pengaduan 

Responsivitas pemerintah terhadap pengaduan yang diterima melalui SP4N 

Lapor menunjukkan hasil yang variatif. Meskipun banyak pengaduan yang masuk, 

banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak cukup responsif dalam 

menangani keluhan mereka. Waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan 

http://www.lapor.go.id/
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sering kali dianggap terlalu lama, sehingga menciptakan keraguan dan 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat Peda and Vinnari, (2022). Apalagi, 

komunikasi mengenai status pengaduan jarang disampaikan dengan jelas, sehingga 

masyarakat merasa tidak diperhatikan. 

Keberadaan sistem pengaduan seharusnya diiringi dengan mekanisme yang 

memadai untuk memberikan informasi lanjutan kepada pengadu Azmin, Abdul 

Manaf and Abdul Ghani, (2023). Hal ini tidak hanya penting untuk memberi tahu 

masyarakat tentang progres pengaduan tetapi juga untuk membangun kepercayaan 

dan harapan yang realistis mengenai pelayanan publik. Pelatihan bagi pegawai 

pemerintah dalam hal komunikasi yang efektif dan tanggap terhadap pengaduan 

juga sangat penting untuk diperbaiki agar respons yang diberikan lebih cepat dan 

relevan. Berikut adalah awal dari peluncuran aplikasi SP4N Lapor mulai tahun 2012 

dan sudah ditemukan kasus sebanyak 1.389. 891 kemudian dilihat dari data input 

harian rata-rata 570, baru kita jumlahkan berapa pengguna aplikasi SP4N yang 

sudah terdaftar. 

Gambar 2. Awal Peluncuran aplikasi SP4N Lapor, 
Jumlah pengguna dan Jumlah kasus 

Sumber : https://latihan.lapor.go.id/tentang 

Hasil penelitian juga menyoroti kurangnya responsivitas pemerintah dalam 

menanggapi pengaduan yang masuk melalui SP4N Lapor. Banyak responden merasa 

bahwa setelah mereka mengajukan keluhan, tidak ada tindak lanjut yang jelas atau 

cepat dari pemerintah. Tanggapan yang diperlukan sering kali membutuhkan waktu 

yang cukup lama, yang menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan 

masyarakat. Keterlambatan dalam menawarkan solusi juga memunculkan keraguan 

akan komitmen pemerintah untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat. 

Dalam beberapa kasus, masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan 

pembaruan yang memadai mengenai status pengaduan mereka. Hal ini menciptakan 

kesan bahwa pengaduan tersebut tidak dianggap serius Wadesango, Jori and 

Lovemore, (2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem 

pengelolaan pengaduan dengan menciptakan mekanisme umpan balik yang efektif 

dan melakukan tindakan nyata setelah menerima pengaduan. Melakukan evaluasi 

sistematis terhadap pengaduan yang masuk dan mengutamakan tindak lanjut yang 
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jelas dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pemerintah. 

3. Peran Infrastruktur dan Teknologi 

Aspek infrastruktur dan teknologi memainkan peran penting dalam 

implementasi SP4N Lapor. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa 

masyarakat mengalami kendala dalam mengakses platform online pengaduan 

Parida, Rout and Pati, (2023). Permasalahan jaringan internet yang tidak stabil, 

terutama di daerah-daerah tertentu, menjadi penghalang bagi masyarakat untuk 

menggunakan sistem ini secara maksimal. Selain itu, tidak semua kelompok 

masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil, memiliki akses yang 

memadai terhadap teknologi. Berikut adalah beberapa daerah yang menggunakan 

dari awal saat di luncurkan aplikasi SP4N Lapor. 

Tabel 1. Beberapa Daerah Yang Menggunakan SP4N lapor 

No. Nama Daerah yang menggunakan SP4N lapor 

1. Batam 

2. Kabupaten Pesisir Barat 

3. Pasaman 

4. Provinsi D.I Yogyakarta 

5. Kabupaten Sleman 

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Sumber : https://menpan.go.id, https://pesisirbaratkab.go.id, https://pasamankab.go.id 
Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan infrastruktur 

teknologi komunikasi yang lebih baik. Pengembangan aplikasi yang ramah bagi 

pengguna, serta penyediaan akses alternatif untuk pengaduan, seperti melalui 

telepon atau secara langsung di kantor pemerintah, dapat menjadi langkah strategis 

untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

proses pengaduan. Peran infrastruktur dan teknologi dalam keberhasilan SP4N 

Lapor juga menjadi fokus penting dalam hasil penelitian ini. Kendala teknis yang 

dialami masyarakat dalam mengakses platform pengaduan menjadi isu yang 

signifikan Wadesango, Jori and Lovemore, (2023). Ternyata, tidak semua 

masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi maupun infrastruktur 

internet yang memadai. Masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil sering kali 

mengalami kesulitan saat menggakses situs atau aplikasi SP4N Lapor, yang secara 

langsung memengaruhi partisipasi mereka dalam sistem pengaduan. 

Menanggapi hal ini, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk 

meningkatkan infrastruktur teknologi serta memberikan akses yang lebih baik bagi 

semua lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

memperluas jaringan internet ke daerah-daerah yang belum terjangkau, serta 

menyediakan fasilitas publik yang memudahkan masyarakat untuk mengajukan 

pengaduan. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan penyediaan saluran 

komunikasi alternatif seperti layanan telepon atau pengaduan secara langsung, 
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sehingga semua orang dapat berpartisipasi tanpa batasan teknologi. 

4. Keterbukaan dan Komunikasi 
Keterbukaan dalam proses pengaduan dan komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan 

informasi yang cukup mengenai status dan hasil dari pengaduan mereka. Kurangnya 

transparansi dalam memberikan feedback terhadap pengaduan yang masuk juga 

menciptakan anggapan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani masalah 

publik. Menurut dalam website https://aptika.kominfo.go.id bahwa Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) merupakan salah satu tantangan yang 

sangat penting. Pemimpin tidak berkomitmen untuk menggunakan aplikasi SP4N- 

LAPOR! Padahal, pada tahun sebelumnya, aplikasi ini telah ditetapkan sebagai 

aplikasi umum. Ini berarti bahwa semua lembaga harus menggunakannya Pokidko, 

(2024). Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, mengatakan 

bahwa hingga saat ini, banyak pimpinan lembaga dan instansi masih mengizinkan 

penggunaan aplikasi semacam itu, yang membuat pengelolaan tidak efektif. Agar 

dapat memperbaiki situasi ini, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan 

komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Membuat laporan tertulis yang 

menjelaskan tindakan yang diambil berdasarkan pengaduan yang diterima, 

memberikan informasi rutin melalui media sosial, dan melibatkan masyarakat 

dalam diskusi terkait isu-isu yang muncul dapat menjadi cara efektif untuk menjalin 

komunikasi dua arah yang lebih produktif Ro and Garfin, (2024). Keterbukaan ini 

akan membantu menciptakan suasana saling percaya yang penting dalam interaksi 

antara pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara yang kami 

laksanakan di Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian Kota 

Pekanbaru. 

Gambar 3. Wawancara Dinas Komunikasi Informasi 
Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterbukaan dalam komunikasi pemerintah terkait pengaduan publik sangat 

penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam penanganan pengaduan 
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menjadi salah satu faktor yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Banyak responden merasa frustrasi karena tidak mendapatkan 

informasi yang cukup tentang status atau tindak lanjut dari pengaduan mereka Seale 

dkk (2024). Untuk meningkatkan tingkat keterbukaan, pemerintah perlu 

berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada 

masyarakat mengenai proses penyelesaian pengaduan. Misalnya, pemanfaatan 

berbagai media komunikasi seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile 

untuk memberikan update tentang status pengaduan dapat menjadi strategi efektif 

Zhang and Pankratova, (2023). Menjalin komunikasi yang baik dan terbuka tidak 

hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih 

aktif berpartisipasi dalam proses pengaduan. 

 
5. Membangun Budaya Akuntabilitas 

Pengembangan budaya akuntabilitas di kalangan pegawai pemerintah adalah 

elemen penting untuk meningkatkan efektivitas SP4N Lapor. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menanamkan nilai-nilai 

akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik . Ketika pegawai tidak merasa 

bertanggung jawab terhadap hasil pengaduan yang diterima, maka tindakan mereka 

untuk memperbaiki situasi akan cenderung minim. 

Pemerintah perlu menerapkan program pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dalam pelayanan 

kepada publik Yun, Yun and Xue, (2024). Dengan membangun budaya kerja yang 

mengedepankan tanggung jawab, diharapkan pegawai akan lebih proaktif dalam 

menanggapi pengaduan dan siap memberikan solusi atas setiap masalah yang 

dihadapi masyarakat. Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja 

pegawai juga dapat berkontribusi dalam membangun budaya akuntabilitas yang 

solid. Berikut adalah jumlah instanso yang terhubung dengan aplikasi SP4N lapor. 

Gambar 4. Gabungan dari berbagai jenis Instansi yang ada di seluruh Indonesia 

Sumber : https://www.lapor.go.id/instansi 
 

Budaya akuntabilitas di kalangan pegawai pemerintah juga tampil sebagai 

elemen krusial yang ditemukan dalam penelitian ini. Meskipun SP4N Lapor 

bertujuan untuk memperbaiki mekanisme pengaduan, tanpa adanya budaya 

akuntabilitas yang kuat, kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi 

rendah Krikowa dkk (2024). Pegawai yang tidak merasa bertanggung jawab dalam 

menanggapi pengaduan cenderung melakukan pekerjaan mereka dengan setengah 

hati, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik. 

 

http://www.lapor.go.id/instansi
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Penting bagi pemerintah untuk menerapkan pelatihan dan pengembangan 

yang berorientasi pada peningkatan kesadaran terhadap akuntabilitas dalam 

pelayanan publik. Hal ini mencakup pemahaman bahwa setiap pengaduan dari 

masyarakat adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan 

menanamkan nilai-nilai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, diharapkan pegawai 

akan lebih proaktif dalam menanggapi pengaduan dan berusaha mencari solusi atas 

masalah yang dihadapi masyarakat. Akhirnya, membangun budaya akuntabilitas 

juga melibatkan penerapan evaluasi kinerja pegawai yang lebih ketat, sehingga 

mereka merasa lebih terikat dengan tanggung jawab yang diemban. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

SP4N Lapor memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan publik di Pekanbaru. Namun, efektivitas sistem ini masih 

terhambat oleh berbagai tantangan yang perlu diatasi. Partisipasi masyarakat dalam 

menggunakan SP4N Lapor masih rendah, terutama disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman dan sosialisasi mengenai sistem ini. Responsivitas pemerintah terhadap 

pengaduan yang masuk juga menunjukkan kekurangan, seperti waktu tanggapan yang 

lambat dan kurangnya komunikasi terkait status pengaduan. Aspek infrastruktur dan 

teknologi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses sistem ini, dan 

keterbukaan serta transparansi dari pihak pemerintah dalam memberikan umpan 

balik tentang pengaduan yang diterima sangat penting untuk membangun 

kepercayaan. Terakhir, penerapan budaya akuntabilitas di kalangan pegawai 

pemerintah merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa setiap pengaduan 

ditangani dengan serius dan direspons secara proaktif. Kemudia saran yang harus 

menjadi evaluasi buat kita adalah Untuk meningkatkan efektivitas SP4N Lapor, 

disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

manfaat dan cara penggunaan sistem pengaduan ini. Program edukasi yang lebih 

sistematis dan menjangkau berbagai kalangan harus dilakukan agar masyarakat 

merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk menggunakan layanan ini. 

Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan dengan 

menciptakan mekanisme umpan balik yang jelas dan cepat, sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah mengetahui hasil dari pengaduan yang mereka ajukan. Selain itu, 

peningkatan infrastruktur teknologi merupakan langkah penting untuk memastikan 

aksesibilitas bagi semua masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau. 

Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah dan 

masyarakat juga perlu ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dapat terjalin dengan baik. Terakhir, penerapan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai pemerintah untuk menanamkan nilai akuntabilitas 

dalam setiap tahapan pengelolaan pengaduan akan berkontribusi positif terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SP4N 

Lapor dapat berfungsi dengan lebih efektif dan memenuhi harapan masyarakat dalam 
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pelayanan publik. 
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